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PENY:ELEISAIJAN SENCKETA DAeArVe
IIIELITLUI ANBTIRASE

Oleh
ENDANG RETNOWATI

Daram era grobarisasi, seperti sekarang ini, datam har terjadi perserisihan daram dunaperclagangan joint venture, alih teknologi da.n sebagainya, maka aiternatif ,irin-A,)0iil""s?b191i upaya penyeresaian perserisihan adarah le6ih iepat. Har ini disebabkan x.raxiiritixdari Arbitrase yang sangat berbeda dengan lembaga peradiian maupun astem-sistem penegakanhukum yang tidak dibenarkan datam negara hukum. Ciri atau karakteristik t"r"eout 
"daiaiiip)t,sederhana, informar prosedur, pemeriksaan dengan pintu tertutup, putusan y"rj iii-itrp"tdibanding atau dikasasi dan berkekuatan mengikit seita berkekraiar' exseXutoriai xiixtilitriixyang demikian iustru dapat membantu para pih;k datam upaya menyetesai*an persetisiiai ierirasecara lebih baik.

I. PENDAHULUAN

.. Dalam era globalisasi seperti sekarang
dimana hampir sebagian besar negara-negara
di dunia melibatkan dirinya dalam suatu ka;cah
persaingan, khususnya dalam dunia
perdagangan untuk msrebut dan menguasai
pasar global. Hubungan antara negara nampak
dari waktu-kewaktu semakin meningkat dan
menjadi begitu dekat namun penuh tantangan.
Dalam menjalin hubungan ini apalagi akibat
adanya persaingan tidak mustahil akan muncul
masalah-masalah atau sengketa perdagangan
diantara mereka. Oleh karenanya untuk
m€ngantisipasi serta untuk mengatasi masalah-
masalah in i  dalam set iap hubungan
perdagangan selalu dibuat suatu perjanjian
yang didalamnya dicantumkan Klausula
Abitrase. In i  b iasanya selalu di tuntut  oleh
negara-negara yang sudah maju utamanya
dalam hubungannya dengan negara-negara
sedang berkembang termasuk Indonesia.

Tentu saja ada alasan mengapa mereka
conderung menggunakan klausula Arbitrase.

Penul is adalah Dosen Tetap Fakuttas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Bagi negara-n€gara maju, 'Commercial
Arbitrcse" sudah dianggap sebagai "a Business
executive's Court". Alasan yang lain adalah
p€rtama, pada umumnya negara maju kurang
mengenal s istem tata hukum negara la in.
Kedua sikap keraguan terhadap obyektivitas
peradi lan dalam memeriksa dan memutus
sengketa yang didalamya ada unsur asingnya.
Ketiga, negara maju masih ragu pula tertridip
kualitas.dan kemampuan pengadilan di negara-
negara berkembang dalam menangani kJsus-
Kasus yang berskala Internasional. Keempat,
ada dugaan dan kesan bahwa penyelesian
sengketa melalui ,alur formal badan peradilan
l9l+gn waktu tama ( Erman Rajaguguk,
t990;2 ) .

Hal lain yang sebetulnya boleh dikatakan
sangat per lu mendapat perhal ian adalah
adanya keinginan dari negara-negara maju
untuk letap mempertahankan dir i  dan
mendominasi negera berkembang, untuk tetap
meniadi negara yang tergantung pada n€gara_
negara maiu. Untuk mencapai maksud dan
tujuan ini m€reka menetapkan syarat-syarat
dalam pedaniian yang terkadang merugikan
kepentingan negara berkembang,

Selain itu alasan pokok memilih alternatit
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Arbitrase dalam penyelesaian sengketa dagang
disebabkan karakteristiknya yang "informal
procedurs" and can be put in motion quiely".
In i  sesuai  dengan pr insip dalam dunia
perdagangan yang mengehentikan cara cepal
dan t idak bertele-tele.  Karena bagi  dunia
perdagangan apalagi  dalam era global isasi
sekarang waktu adalah uang.

II Sistem pemaksaan penegakan hukum

Setiap penyelesaian atau perkara
bertujuan untuk memaksakan penegakan
hukum oleh karena i tu dalam oemaksaan
penegakan hukum diperlukan suatu "sistem".
Dalam praktek kita kenal beberapa macam
sistem pemaksaan penegakan hukum yakni :

1. Secondary Enforcement System (Sistem
Pemaksan Skunder)  adalah pemaksaan
penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak
yang berkepentingan atau oleh sekelompok
masyarakat dengan ciri-ciri main hakim sendiri
(Eigenr icht ing),  di lakukan oleh orang atau
instansi yang lidak berwenang (with out under
the author i ty ol  Low) dalam pelaksanaan
operasionalnya ser ing menggunakan
gerombolan pen. iahat,  jagoan, tukang pukul
atau geng-geng yang terorganisasi dengan rapi
maupun t idak,  dengan me ngg unakan
kekerasan f is ik sepert i  int imidasi ,
penganiayaan, pencul ikan, pembakaran dl l .
(Var ia peradi lan No.88,1 993;1 28).

Praktek Secondary enforcement system
inipun nampaknya sempat pula dipergunakan
dinegara-negara maju sepert i  d i  Amerika
Serikat yaitu penggunaan organisasi "Mafiosa"
di Jepang penggunaan organisasi "Yakusa".

Dalam kehidupan sehari-har i  d inegara
ki lapun masih ser ing ter l ihat hal  in i  contoh
dalam suatu kasus oembebasan lanah
biasanya sering melibatkan oknum pemerintah
dan oknum ABRI, dalam kasus hutang-piutang
atau dalam praktek perbankan juga masih
ser ing ter l ihat penggunaan lukang pukul atau
debt Collector dsb.

Cara penegaka semacam ini ,  sebenarnya
sangat bertentangan dengan hukum sehingga
merusak sendi-sendi dalam negara hukum.
Untuk i tu praktek-praktek semacam ini
dinegara-negara maju berusaha untuk
di lenyapkan di  Amerika,  misalnya mulai
diupayakan penggunaan jasa pengacara
sebagai "tf,e hired gun"

2. Formal and Olticial law-Enforcement Sys-
tem. Cara in i  lebih dibenarkan dalam suatu
negara hukum, yang dapat di lakukan oleh
badan-badan peradilan maupun juga lembaga
Arbi trase. (Var ia Peradi lan No.88,1993,129).

III Keadaan di Indonesia

Secara konslitusional dalam pasal 24 dan
25 ditegaskan bahwa badan atau kekuasaan
yang lormal and otf ic ia l  untuk memaksakan
penegakan hukum di  Indonesia h an yala h
badan-badan peradi lan.

Kemudian lebih dipertegas lagi dalam pasal
3 Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang
pokok-pokok kekuasaan kehakiman, h anya
peradilan negara yang berhak dan berwenang
menelaokan hukum dan keadilan di Indonesia.
Kalau kita semala-mata hanya berpijak pada
ketentuan pasal in i ,  maka yang berwenang
untuk mengadili sengketa yang timbul di antara
anggota masyarakat hanyalah badan peradilan
negara saia.

Akan tetapi selaniunya didalam penJelasan
pasal 3 UU No.14 tahun 1970 dis i tu di je laskan:
bahwa disamping peradi lan negara,  t idak
diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan
yang di lakukan oleh bukan badan peradi lan
negara, penjelasan perkara di luar Pengadilan
atas dasar perdamaian atau melalui  wasi t
(Arbi t rase) tetap diperbolehkan.
Dengan demikian berdasarkan penjelasan
pasal 3 kal imat terakhir  tersebut membuka
kemungkinan untuk menyelesiakan sengketa
di luar badan peradi lan yai tu melalui  Arbi t rase.
Sebenarnya kalau ki ta perhat ikan lebih jauh
keberadaan Arbi t rase di  Indonesia lebih
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yang sudah masuk dalam sistem tata
hukum lndonesia adalah : UNCITBAL Ar
bitration Rules (United Nalions Commis-
sion on Internasional Trade Law). UNITRAL
dilahirkan sebagai Resolusi sidang Umum
PBB, 15 Desember 1976. Tuiuan PBB
adalah untuk mengglobal isasikan dan
menginternasionalkan nilai-nilai dan tata
cara Arbi t rase dalam menyelesaikan
sengketa yang terladi dalam hubungan
perdagangan Int€rnasional.  (Yahya
Harahap, l991 ;69).

4. Untuk mendukung pelaksanaan Arbitrase
Asing di Indonesia dikeluarkanlah Perma
No.1 tahun 1990. Perma ini mulai berlaku
1 Maret 1990 yang merupakan jabatan dan
berpart is ipasi  terhadap tala cara
pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase
Asing di Indonesia. '

5. Terakhir adalah dengan UU No.7 lahun
1994 Indonosia telah meratifikasi WTO
(World Trade Organization) yang ditanda
tangani di Marrakest, Maroko, 15 April
1994. Didalam salah satu bidangnya
ierdapat badan penyelesaian sengketa
(Disputes Settlement).
Dalam skala Nasional Indonesia iuga telah

mempunyai lembaga yakni Badan Arbilrase
Nasional Indonesia (BANI).  Namun seiak
keberadaannya mulai disahkan dengan SK
Kamar Dagang dan tndustri (KADIN), No.SKEP/
152lDPGl1977 tanggal 30 Nopember 1977
sampai sekarang nampaknya belum ada tanda-
tanda perkembangan yang menggembirakan.
lcmungkinan yang dapat meniadi penyebabrrya
adalah kurang memasyarakatnya kebetadaan
BANI sendiri. Disamping itu perlu diadakan
peniniauan kembali mengenai Anggaran Oasar
maupun perafuran prosedur Arbitrasenya' agar
sualu saat tidak hanya dapat meniangkau
kepenlingan nasional tetapi Intemasional.

C. Keuntungan penggunaan Arbitrase
Ada beberapa keunlungan yang dapal

dipetoleh dengan menggunakan Arbitrase
sebagai badan penyelesaian sengkela.
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dikatakan bukan hal yang baru, iauh sebelum
UU No.14 th 1970 sudah dibuka kemungkinan
penyelesaian sengkela diluar ialan peradilan
yakni melalui Arbitrase yang telah diaiur dalam
RV (Reglemenl op de Rechlsvordering) yang
terdapal dalam buku ket iga pasal 615'651.
Pasal-pasal tersebut melalui ketentuan pasal
377 HIR atau pasal 705 RBG' diberlakukan
kepada golongan masyarakat bumi putra.
Keientuan pasal 377 HIR atau 705 RBG
menogaskan bahwa :

Jika orang lndonesia dan orang Timur
Aslng mengehendaki  persel is ihan mereka
diputus oleh iuru pisah, maka mereka waiib
menuruli p€raluran pengadilan perkara yang
berlaku bagi bangsa Eropa.
Unluk mengetahui apakah ketentuan dalam RV
yang berkonaan dengan Arbitrase masih sah
berlaku sebagai hukum positil kita meruiuk
pada ketentuan pasal ll Aturan Peralihan UUD
'| 945.

Akan tetapi karena p€riumbtlhan dan
perkombangan pembangunan begitu cepat'
sehingga memporluas pula per iani ian-
p€rianiian perdagangan, maka apa yang diattlr
bioinh nv rasinya sudah tidak dapal lagi
meniangkau masalah baik yang berkala
Nasional maupun lnternasional.  Untuk
menganlisipasi hal ini dan dalam kaatannya
untuk menatik investor asing masuk ke Indo
nesia pemerintah telah meratitikasi sebagai
kofwensi Internasional Yaitu :
1. Dengan UU NO.s tahun 19oB Pemerinlah

Rl meratifikasi conwntion on the setlle-
ment on Investment Disputes Between
State and Natimal of Other State (Korn ensi
tentang Penyelesaian Peranan modal)
yang s€laniutnya di sehJt Wodd Bank Con-
wntion (Ybhya Harahap, 1 991 ;26)

2. Dengan Keppres No.34 Tahun 1981'
Kepp?es ina mengatur tentang pengesahan
(Corwention on lhe Recognilion and En-
lorcement ol Foreign Arbittac Award
(Konvensi tentang Pengakuan dan
Etsekusi Pulusan Artitrase Asing)-

3. Sumber hukum Arbitrase Asing lainnya
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Pertama, proses pemeriksaan bersifat conti-
dential yang menjamin kerahasiaan para pihak,
sehingga kredibi l i tasnya tetap te r jag a,
pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup,
pelanggaran atas hal  in i  dapat dianggap
sebagai perbuatan melawan hukum, karena
tindakan ini dikualif ikasikan sebagai perbuatan
unlawful, atau exceding is power (melampaui
batas kewenangan yang diber ikan kepada
Arbi trase) oleh karena i tu apabi la arbi ter
melakukan hal semacam ini dia dapat di tuntut.
Kedua, menlamin proses pemeriksaan berjalan
singkal  dan sederhana. Ket iga,  Putusan
Arbi trase t idak dapat
dibandingkan atau
kasasi ,  putusan
langsung berkekuatan
mengikal  dan
berkekuatan
eksekutorial.

IV Hambatan dalam
penggunaan arbilrase

Sepert i  d iketahui,
para pedagang inter-
nasional te lah
menganggap arbitrase
sebagai ia lan terbaik
untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari
perianjian dagang mereka. Berbagai alasan
telah diuraikan dalam tulisan di atas, akan tetapi
ternyata dalam prakteknya dapat kita saksikan
adanya sebagai kesulilan atau hambatan yang
muncul.  Hal in i  b iasanya disebabkan oleh
adanya kekurangan cermatan dalam
merumuskan per janj ian arbi t rasenya yang
meniadi  dasar dan wewenang para arbi ter
dalam menangani sengketa yang
bersangkutan.

Perumusan perjaniian yang kurang cermat
in i  dapat menyebabkan dan bahkan
menierumuskan dalam praktek yang buruk,
prosesnya meniadi bertele-tele memakan waktu
lama dan biaya yang dikeluarkanpun menjadi
semakin membengkak.

Prol. Sudargo Gautomo, mengibaratkan,

naik pesawat terbang ,et, apabila diterbangkan
oleh seorang pi lot  yang mumpuni,  tentunya
akan terbang dengan baik dan mencapai
tujuan. Lain halnya kalau pesawat terbano ini
d i terbangkan oleh seorang yang bukan
bidangnya dan tidak mumpuni pula, misal oleh
seorang masinis kereta api ,  n iscaya akan
membawa resiko yang besar pula.
Demikian pula halnya dalam merumusKan
perjanj ian arbi t rase per lu di tangani  o leh
seorang ahl i  hukum yang betul-betul
mengelahui dan mengerti seluk beluk abitrase.
Persoalan lain yang muncul adalah berkenaan

Dalam skala Nasional lndonesia juga
telah mempunyai lembaga yakni Badan
Arbitrase Nasional lndonesia (RAN|).
Namun sejak keberadaannya mulai
disahkan dengan SK Kamar Dagang dan
lndustri (KA D I N), No. SKEP/ | 5 2/D PG/
1977 tanggal 30 Nopember 1977
sampai sekarang nampaknya belum ada
tanda-tanda perkembangan yang
menggembirakan.

oengan
pelaksanaan
eksekusi putusan-
putLsan arbitrase
asrng. Pada
umumnya
memang eksekusi-
eksekusi  perkara
perdata
dipengadi lan-
pengadi lan Indo-
nesia tidak mudah.
Bahkan seringkali
macet dengan
berbagai alasan.

Oleh karena itu, agar perjanjian arbitrase lebih
efektif dan kelak apabila timbul sengketa tidak
muncul ham batan -  hambatan lain sebaiknya
dalam per janj ian art i i t rase di tegaskan
mengenai :
-  Rule yang menjadi  dasar penjelasan,
misalnya:
-  lCSlD, ICC atau BANI dsb.
-  Jenis arbi t rasenya, apakah arbi t rase
Institusional (letap) atau Ad Hoc (sementara)
- Jumlah wasitnya atau arbitrasenya tunggal
atau maielis kalau perlu juga siapa-siapa yang
bakal menjadi arbiternya.
- Sislem pengambilan keputusan. (Umpire alau
Mayoritas)
- Perlu tidaknya diadakan tindakan sementara.
( lnter im Measures).
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- Jangka waktu penyelesaian sengkela.
- Hukum negara mana yang dipakai untuk
menyelesaikan sengkela.
Hal la in yang per lu diperhat ikan, bahwa
perianiian Arbitrase harus selalu didasarkan
alas "Mutual Consent" alau kesepakatan
bersama. Perianj ian arbi l rase l idak dapal
dilakukan secara sepihak. Faklor kesukarelaan
dan kesadaran
bersama
merupakan
landasan
keabsahan
per ianj ian
arbi l rase. Oleh
karena i iu harus
memenuhi
ketentuan pasal
1320 KUH
Perdata. Pertama,
para pihak harus
orang yang
mampu melakukan
t indakan hukum. Kedua, para pihak harus
sudah dewasa dan t idak berada di  bawah
pengampuan. Ket iga, per ianl iannya ha rus
mengenai obyek tertentu,  dalam peryanj ian
arbilrase yang meniadi obyek tertentu adalah
perjaniian pokok, dasarnya adalah perselisihan
yang t imbul dar i  per janj ian pokok akan di
selesaikan melalui arbilrase. Keempat, adanya
alasan alau sebab yang halal, maksudnya isi
dan tu,uan persetuiuan t idak boleh
bertentangan dengan Undang-undang,
kepent ingan umum dan Kesusi laan.
Selain itu sebagai suatu perjaniian yang lahir
berdasarkan kesepakatan bersama, tidak boleh
mengandung cacat karena kekel i ruan
(dwal ing),  paksaan (dwang) dan penipuan
(bedrog) sebagaimana ketentuan pasal 132'l
KUH Perdata.

Hal lain yang perlu diperhatikan,
bahwa perjaniian Arbitrase harus
selalu didasarkan atas "Mutual Con-
sent" atau kesepakatan bersama.
Perjan j ian arbitrase tidak dapat
dilakukan secara sepihak. Faktor
kesu ka relaa n dan kesada ra n be rsa ma
merupakan landasan keabsahan
perjanjian arbitrase

PUNUTUP
- Sekal ipun terkadang hambatan dalam

penggunaan arbitrase namun arbitrase
telap dapat meniadi allernalif yang baik
selain lembaga peradilan maupun bentuk
peny€lesaian diluar ialan hukum dalam
menyelesaikan sengketa perdagangan.

-  Per lu segera dibenluk Undang-undang
arbi l rase lndonesia
mengangal sampai
sekarang ki ta belum
memil ik i .
-  Para ahl i
hukum Indonesia
(Pengacara,  hakim)
sebaiknya mengelahui
dan memahami seluk
beluk arbi l rase, agar
dalam perumusan
perianiian arbitrase dan
iuga pelaksanaan
eksekusi  t idak
menimbulkan masalah

yang dapat merrrgikan pengusaha dan
minat asing untuk berhubungan dengan In-
oone sra.
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